ABSTRAK
Mara Lutfhi Lubis

Kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin merupakan
delik khusus yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana
kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa
izin, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan turut
serta dalam tindak pidana penambangan tanpa izin, bagaimana
pe(;timbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN
Mdn.

Objek dalam penelitian ini adalah tindak pidana turut serta
melakukan perbuatan penambangan emas tanpa izin berdasarkan
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan
adalah penelitian yuridis normatif dan data dalama penelitian ini dianalisis
secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama pelaku
lainnya tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang telah
diorganisir dan disepakati bersama diantara terdakwa dan pelaku lainnya
serta telah dilaksanakan oleh terdakwa dan para pelaku lainnya seperti
telah diterimanya gaji oleh terdakwa dan Hilman Lubis dari Wahyu Adi
Yuniar Ibrahim sehingga unsur turut serta melakukan tindak pidana telah
terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh  kesimpulan dari
pembahasan adalah kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana
penambangan tanpa izin adalah berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP vyakni melakukan kegiatan usaha penambangan emas tanpa
memiliki izin dari pejabat yang berwenang maka pelaku tersebut termasuk
dalam bentuk penyertaan pada turut serta. Pertanggungjawaban pidana
terhadap perbuatan turut serta dalam tindak pidana penambangan tanpa
izin adalah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuaannya
berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1
(satu) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor
233/Pid.Sus/2023/ PN Mdn adalah semua unsur-unsur Pasal 158 UU
Minerba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi. Berdasarkan
kesimpulan disarankan agar kepolisian dan instansi terkait lebih aktif
terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan emas.
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